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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 49 TAHUN 2014

TENTANG

ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan
Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013
tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang
Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4489), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43
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Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5422);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4655);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5468);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 25);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALAT
PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
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1. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang
menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat
bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di
persimpangan atau pada ruas jalan.

2. Luminer adalah seperangkat peralatan yang merupakan bagian dari
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan berfungsi untuk menghasilkan,
mengatur, dan mendistribusikan pencahayaan.

3. Tiang penyangga adalah pipa berbahan logam atau bahan lainnya
yang digunakan untuk menambatkan Luminer.

4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

5. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu
lintas.

6. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas.

7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a. jenis dan fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

b. spesifikasi teknis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

c. penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; dan

d. pembuatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

BAB II

JENIS DAN FUNGSI ALAT PEMBERI

ISYARAT LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 3

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terdiri atas:

a. lampu tiga warna;

b. lampu dua warna; dan

c. lampu satu warna.

Pasal 4

(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
berupa:

a. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas otonom; dan
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b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terkoordinasi.

(2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas otonom sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dalam pengaturan waktu siklusnya hanya dapat
dilakukan oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersangkutan
atau berdiri sendiri.

(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terkoordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, dalam pengaturan waktu siklusnya
terkoordinasi dan berinteraksi dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
yang dipasang pada lokasi lain.

Bagian Kedua

Fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas

Pasal 5

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
berfungsi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di
persimpangan atau pada ruas jalan.

Pasal 6

(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipergunakan untuk
mengatur Kendaraan.

(2) Lampu tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
lampu berwarna merah, kuning, dan hijau.

(3) Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
menyatakan Kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati
marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti.

(4) Lampu berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
memberikan peringatan bagi pengemudi:

a. lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna
hijau padam, menyatakan lampu berwarna merah akan segera
menyala, Kendaraan bersiap untuk berhenti; dan

b. lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu
berwarna merah, menyatakan lampu berwarna hijau akan segera
menyala, Kendaraan bersiap untuk bergerak.

(5) Lampu berwarna hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyatakan Kendaraan berjalan.

Pasal 7

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 tersusun secara:

a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa lampu berwarna merah,
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kuning, dan hijau; atau

b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan
ke kiri berupa lampu berwarna merah, kuning, dan hijau.

Pasal 8

(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu dua warna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dipergunakan untuk
mengatur Kendaraan dan/atau Pejalan Kaki.

(2) Lampu dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
lampu berwarna merah dan hijau.

(3) Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
menyatakan Kendaraan harus berhenti dan tidak boleh melewati
marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti.

(4) Lampu berwarna hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyatakan Kendaraan berjalan.

Pasal 9

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu dua warna sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 tersusun secara vertikal dengan:

a. lampu berwarna merah di bagian atas; dan

b. lampu berwarna hijau di bagian bawah.

Pasal 10

(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu satu warna
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipergunakan untuk
memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.

(2) Lampu satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna
kuning kelap kelip atau merah.

(3) Lampu berwarna kuning kelap kelip sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) untuk menyatakan Pengguna Jalan berhati-hati.

(4) Lampu berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk
menyatakan Pengguna Jalan berhenti.

Pasal 11

Pengaturan waktu siklus Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a. waktu siklus terkoordinasi; dan

b. waktu siklus tidak terkoordinasi.

Pasal 12

Waktu siklus terkoordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a


